
GAGASAN segar dan bernuansa terobosan kerap melahirkan 
keraguan, kecurigaan, bahkan penolakan. Tapi, bangsa yang 
tidak berani menghadapi terobosan dan ide-ide ‘gila’ hampir 
pasti bakal menjadi bangsa yang kerdil.

Begitulah situasi yang terjadi ketika Pejabat Sementara Gu-
bernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menggulirkan 
ide redenominasi rupiah. Alasannya, pecahan uang rupiah 
terbesar sudah mencapai Rp100.000, atau nomor dua terbesar 
di dunia setelah Vietnam dengan 500.000 dong.

Dengan pecahan yang amat besar itu, rupiah menjadi 
tidak praktis, tidak bergengsi, sekaligus terkesan lemah di 
mata internasional. Jika gagasan BI itu disetujui, mulai 2013 
redenominasi siap digulirkan hingga ditargetkan tuntas 
pada 2022. 

Banyak yang kaget, tidak mengerti, lalu ramai-ramai meno-
lak ide penyederhanaan sebutan satuan harga mata uang 
itu. Sebagian dari mereka bahkan secara amat serampangan 
menyebut redenominasi identik dengan pemotongan uang 
atau sanering. 

Padahal, keduanya sangat berbeda. Sanering berarti meng-
ubah nilai nominal mata uang menjadi merosot, sedangkan 
redenominasi tidak mengubah nilai uang itu sama sekali.

Berbagai ketidakpaha-
man itu terus didengung-
kan sehingga melahirkan 
kecemasan di kalangan 
masyarakat. Celakanya, 
pemerintah pun mencoba 
main aman dengan menga-
takan redenominasi rupiah 
tidak termasuk agenda 
mendesak.

Mestinya yang perlu di-
lakukan pemerintah adalah 
menyambut antusias ga-
gasan itu dengan melaku-
kan kajian lebih mendalam 
lagi. Bukankah redenomi-
nasi juga sudah dilakukan 
Turki, Rumania, Rusia, dan 
Ghana, serta bakal diikuti Irak dan Korea Selatan?

Turki dan Rumania yang meredenominasi mata uang me-
reka sejak 2005 kini menuai berkah. Mata uang mereka lebih 
efi sien, praktis, dan stabil. Infl asi di kedua negara itu pun 
menjadi terkendali sejak penyederhanaan mata uang dengan 
menghilangkan beberapa digit angka nol. 

Memang, redenominasi tidak bisa dilakukan secara tiba-
tiba. Ia butuh waktu beberapa tahun untuk sosialisasi, penari-
kan mata uang lama, dan peluncuran mata uang baru.

Tapi, justru karena butuh waktu lama itulah, memunculkan 
gagasan saat ini merupakan waktu yang tepat. Ruang untuk 
kajian, sosialisasi, dan mempersiapkan segalanya menjadi 
amat lapang.

Selain itu, kondisi makroekonomi relatif stabil. Pertum-
buhan, kendati belum mencapai 7% sebagaimana yang pernah 
kita raih, sudah bergerak ke arah itu. Infl asi tahunan pun, 
kendati juga belum sepenuhnya memuaskan, dalam tiga ta-
hun terakhir berada di kisaran satu digit.      

Gagasan itu hanya bisa diwujudkan bila kinerja ekonomi 
semakin baik. Hal yang mestinya kian memacu pemerintah 
untuk berkinerja lebih bagus lagi. Karena itu, kita layak meng-
apresiasi gagasan redenominasi tersebut. Jika tidak dimulai 
dari sekarang, kapan lagi kita berani membuat terobosan 
penting?

Sudah bertahun-tahun negeri ini terlelap di zona nyaman 
yang sejatinya membahayakan. Ide redenominasi berusaha 
mengusik kenyamanan semu kita untuk meraih kenyamanan 
yang sebenarnya.
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Mengapresiasi 
Ide Redenominasi

Kita layak 
mengapresiasi 
gagasan redenominasi 
tersebut. Jika tidak 
dimulai dari sekarang, 
kapan lagi kita berani 
membuat terobosan 
penting?”

40 kali kecelakaan terkait pemakaian 
elpiji. Dari total insiden itu, 15 kasus 
di antaranya terkait penggunaan 
elpiji 3 kg dan 25 kasus terkait pe-
makaian elpiji 12 kg dan 50 kg.

Namun, data yang berbeda diung-
kapkan  Menko Kesra, Juni la lu. Me-
ngutip data dari Pertamina, ia menye-
butkan hingga akhir Juni 2010 telah 
terjadi 33 kecelakaan elpiji 3 kg.

Pemerintah tengah mengkaji tiga 
opsi dalam menghilangkan disparitas 
harga. Opsi pertama, menurunkan 
harga elpiji 12 kg sehingga sama 
dengan harga elpiji 3 kg. Kedua, me-
naikkan harga elpiji 3 kg sehingga 
sama dengan elpiji 12 kg, tetapi untuk 
warga miskin diberi kupon seperti 
bantuan langsung tunai (BLT). Ke-

Pertamina lebih tertarik pada penyamaan harga elpiji 
dengan kompensasi BLT kepada penerima subsidi 
paket elpiji 3 kg.

Akhmad Mustain

KIAN kerapnya ledakan 
elpiji 3 kilogram (kg) di 
berbagai tempat direspons 
pemerintah dengan cara 

menyamakan harga elpiji paket 3 kg 
dengan elpiji 12 kg. Dalam panda-
ngan pemerintah, ledakan elpiji lebih 
banyak melanda tabung 12 kg ketim-
bang 3 kg akibat perbedaan harga gas 
di antara kedua paket tersebut.

Harga jual elpiji 12 kg ke konsumen 
yang berlaku saat ini adalah Rp5.850 
per kg, sedangkan harga jual elpiji 3 
kg Rp4.250 per kg atau terdapat seli-
sih Rp1.600 per kg.   

Selisih harga itulah yang menye-
babkan terjadi penyuntikan gas dari 
paket 3 kg ke 12 kg demi meraih ke-
untungan. Akibatnya, struktur katup 
pada tabung elpiji 12 kg rusak dan 
memicu terjadinya ledakan.

“Kita sudah memutuskan untuk 
mengakhiri disparitas harga dengan 
menyamakan harga elpiji,” kata Men-
ko Kesra Agung Laksono di se la-sela 
Rakernas di Istana Bogor, kemarin.

Data Polri menunjukkan sepanjang 
2010 (hingga pertengahan Juli) terjadi 

Harga Elpiji 3 Kg
bakal Dinaikkan

PAUSE

KOMISI Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) tetap gencar me-
lakukan pemeriksaan meski 
dua pemimpinnya nonaktif. 
Kemarin KPK menahan tiga 
tersangka dalam kasus berbeda. 
Dua tersangka ditahan di Rutan 
Cipinang, Jaktim, dan satu di 
Rutan Polres Jakpus.

Mereka yang ditahan adalah 
mantan Menteri Sosial Bachtiar 
Chamsyah, mantan Dubes RI 
untuk Amerika Serikat Su-
djadnan Parnohadiningrat, dan 
mantan Sekjen Kementerian 
Kesehatan Sjafi i Ahmad.

Bachtiar ditahan dalam kasus 
dugaan korupsi pengadaan 
sarung untuk Departemen So-
sial dengan kerugian negara 
ditaksir Rp15,7 miliar. Adapun 
Sudjadnan ditahan terkait de-
ngan kasus dugaan korupsi 

KPK Tahan Bachtiar dan Dua Mantan Pejabat

Bachtiar diperiksa selama le-
bih dari 5 jam sejak pukul 10.00 
WIB. Politikus senior PPP itu 
ditetapkan sebagai tersangka 
sejak Januari dalam tiga kasus 
dugaan korupsi. Yakni, kasus 
pengadaan sapi yang diduga 
merugikan negara Rp3,6 mi-
liar, kasus mesin jahit dengan 
kerugian Rp24,5 miliar, dan ka-

renovasi gedung kantor, wisma 
duta besar, dan rumah dinas 
KBRI Singapura saat menjabat 
Sekjen Departemen Luar Ne-
geri. Bachtiar dan Sudjadnan 
kini ditahan di Rutan Cipinang. 
Sementara itu Sjafii ditahan 
karena kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat rontgen porta-
bel untuk puskesmas. 

sus pengadaan sarung dengan 
kerugian Rp15,7 miliar. 

Juru bicara KPK Johan Bu-
di menjelaskan penahanan 
Bach tiar terkait dengan kasus 
pengadaan sarung. Dia ditahan 
selama 20 hari ke depan.

Seusai diperiksa, Bachtiar 
me negaskan tidak ada kerugian 
negara dalam kasus itu. “Dana 

Kirimkan tanggapan Anda 
atas berita ini melalui 

mediaindonesia.com atau e-mail 
interupsi@mediaindonesia.com

BANK Indonesia (BI) tetap berjalan 
dengan konsep penyederhanaan dan 
penyetaraan nilai rupiah (redenomi-
nasi). Konsep itu akan dimasukkan ke 
RUU Mata Uang.

Gubernur BI terpilih Darmin Nasu-
tion yang ditemui di Istana Bogor, 
kemarin, menjelaskan bahwa studi 
mengenai redenominasi tuntas akhir 
tahun ini.

Menurut dia, setelah studi redeno-
minasi benar-benar sudah selesai, BI 
segera melakukan sosialisasi hingga 
ke daerah. Pada saat yang sama, BI 
ju ga akan membahas hal itu dengan 
pemerintah dan DPR, sehingga masuk 
dalam materi RUU Mata Uang.

Jika redenominasi diberlakukan tiga 
digit, uang sekarang Rp100.000 kelak 
akan menjadi Rp100. Penghilangan 
tiga angka nol itu juga akan berlaku di 
semua sektor. Pencetakan uang baru, 
kata Darmin, sebenarnya tak menam-
bah banyak biaya karena setiap tahun 
BI menarik uang lusuh dan rusak lalu 
diganti uang rupiah baru.

“Mulai 2013 kita akan mencetak 
uang baru. Setiap tahunnya kita tetap 
menarik uang lama yang sudah kusam. 
Hitungan kita, tiga tahun setelah itu, 
seluruh uang lama akan habis ditarik,” 
kata Darmin.

Meskipun nantinya sudah muncul 
uang baru, lanjut dia, uang lama akan 
te tap diberlakukan sampai seluruh 
masyarakat terbiasa dengan kebijakan 
baru itu. Dengan kata lain, akan ada 
dua label harga pada barang-barang 
yang diperjualbelikan di pasaran. Itu 
berarti bensin per liter bisa dibeli Rp4,5 
dengan uang baru atau Rp4.500 uang 
lama. (ST/X-3)

tiga, menurunkan sedikit harga elpiji 
12 kg dan menaikkan sedikit harga 
elpiji 3 kg sehingga selisihnya kecil. 

Dirut Pertamina Karen Agustia wan 
menyatakan pihaknya lebih te rtarik 
pada penyamaan harga elpiji sesu ai 
harga keekonomian dengan kompen-
sasi BLT kepada penerima paket gas 3 
kg. “Itu masih le  bih murah daripada 
harga minyak tanah.” (X-7)

mustain@mediaindonesia.com

itu dari sumbangan masyarakat 
dan saya sumbangkan kepada 
masyarakat,’’ tegasnya.

Mengenai Sudjadnan, kata Jo-
han Budi, saat menjabat Sekjen 
Deplu ia diduga meminta ba gi-
an US$200 ribu untuk membe-
rikan persetujuan atas usulan 
anggaran belanja tambahan 
sebesar US$1.988.000.(EP/X-4)

Berhati-hatilah di 
Kolam Renang Umum
KOLAM renang umum ternyata lebih berbahaya dari-
pada yang Anda pikirkan. Penelitian terbaru menyebutkan 
kolam renang umum memiliki risiko yang mengancam 
kesehatan. Ketika keringat, urine, dan 
zat-zat organik lainnya bercampur 
dengan disinfektan di kolam re-
nang, hasilnya bisa berbahaya bagi 
kesehatan.

Para peneliti menemukan bukti 
penggunaan disinfektan di kolam 
rekreasi umum memiliki hubungan 
dengan kerusakan sel genetik yang 
berdampak buruk bagi kesehatan. 

Menurut mereka, terpaan jangka panjang 
dari disinfektan tersebut dapat mengakibatkan 
mutasi gen, penuaan dini, cacat lahir, masalah 
pernapasan, bahkan pada taraf terburuk 
dapat menyebabkan kanker kandung 
kemih.

Dengan banyaknya orang memilih 
kolam renang sebagai tempat rekreasi, memang disinfektan 
perlu digunakan untuk membunuh kuman penyakit di air 
kolam. Tapi masalah akan muncul ketika zat sanitasi tersebut 
bereaksi dengan zat organik. 

“Semua sumber air pasti mengandung benda-benda or-
ganik yang berasal dari daun busuk, mikroorganisme, dan 
lainnya,” ujar peneliti dari Universitas Illinois Michael Plewa. 
(Healthday News/*/X-5)

HITUNG UANG: Petugas menghitung uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di BNI Cash Center,Jakarta, kemarin.

BI Usul
Redenominasi
Diatur UU

PA

Mantan petenis 
nomor satu dunia itu 
bergerak agak lambat 
dan beberapa kali 
pukulannya tidak 

akurat. 
Olahraga, 
Hlm 22

AP

Rahasia Madu Kleybanova



Dia memaparkan, karena 
korupsi adalah kejahatan luar 
biasa, orang yang luar biasa di-
butuhkan pula untuk memim-
pin KPK. Saat ini rakyat mem-
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Cukup sudah Berteori
Kenakan Hukum
Seberat-beratnya!

PENGANTAR
KEUANGAN daerah menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi dengan 
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagai objek korupsinya. 
Oleh karena itu, DPRD harus meningkatkan kapasitasnya dalam meng-
awasi APBD.

Demikian hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Tren 
Korupsi 2010 pada semester pertama. Ditemukan 176 kasus korupsi 
yang terjadi di level pusat dan daerah dengan potensi kerugian negara 
mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Atas peristiwa itu, berbagai tanggapan disampaikan pembaca mela-
lui mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan 
interupsi@mediaindonesia.com. Berikut petikannya.

Enam Calon Pimpinan KPK Layak Coret

an dari berbagai pihak,” urai 
Putu. 

Seperti diketahui, pada 7 Juli 
2010, sembilan Hakim Kons titusi 
memutuskan men diskualifi kasi 
pasangan Sugianto-Eko Sumar-
no dan menetapkan pasangan 
Ujang Iskandar dan Bambang 
Purwanto sebagai bupati dan 
wakil bupati terpilih di Kobar. 
Dalil yang diajukan pemohon 
adalah agar majelis hakim MK 
membatalkan surat ketetapan 
KPUD dan melakukan pemu-
ngutan suara ulang di wilayah 
tersebut. Namun, MK malah 
mendiskualifikasi pasangan 
Sugianto-Eko. 

Pascaputusan MK itu, Gu-
ber nur Kalteng Agustin Teras 
Narang menerbitkan surat no-
mor 148/I.1/ADPUM tanggal 
17 Juli 2010 yang meneruskan 
surat keputusan DPRD Kobar 
Nomor 9 Tahun 2010 tang-
gal 15 Juli tentang Penetap-
an Pasangan Calon Kepala 
Daerah Terpilih masa bakti 
2010-2015. 

Surat itu mengukuhkan pa-
sangan Sugianto-Eko sebagai 
pasangan terpilih. (P-4)

maria@mediaindonesia.com

Putusan MK Dikecam

Maria Jeanindya

•
Keputusan MK yang tergesa-gesa 
menyebabkan lembaga ini terkesan 
sebagai mesin pemutus perkara.

re  na ini sangat merugikan 
ma syarakat di sana. Secara 
UU, ini wewenang KPU. Ya 
sudah, KPU putuskan,” desak 
Jeirry.

I Gusti Putu Arta, Komi-
sioner KPU yang mendapat 
mandat untuk menjadi koordi-
nator wilayah di area tersebut 
mengakui, pihaknya menjadi 
gong akhir yang berwenang 
untuk mengakhiri dan memu-
tus perselisihan ini.

Akan tetapi, Putu meminta 
waktu hingga 30 hari ke depan 
untuk melakukan konsultasi 
dengan berbagai pihak, terma-
suk MK. “Ada pemikiran 
un tuk bertemu dengan MK, 
kita akan meminta penjelasan 
dari mereka soal putusan itu. 
Ber bagai aspek harus diperhi-
tungkan,” jawab Putu. 

Saat ini, katanya, KPU juga 
tengah menyiapkan naskah 
akademik untuk mendukung 
keputusan yang akan diambil 
nanti. “Saya memang ditunjuk 
untuk menyusun naskah terse-
but, sebuah gambaran yang 
komprehensif. Selasa (pekan 
depan), rencananya ada rapat 
di kantor Menko Polhukam 
untuk mendengar keterang-

kan. Putusan MK mestinya 
ha rus melalui perdebatan 
aka demik terlebih dahulu,” 
kata Direktur Lingkar Madani 
(Lima) Ray Rangkuti. 

Hal senada diutarakan Koor-
dinator Komite Pemilih Indo-
nesia (Tepi) Jeirry Sumampow. 
“MK sudah memutuskan di 
luar kewenangannya,” cetus 
Jeirry.

Ia menguraikan, Komisi 
Pe milihan Umum Daerah 
(KPUD) jelas tidak bisa me-
laksanakan putusan MK yang 
mendiskualifi kasikan pemilih-
an umum kepala daerah (pe-
milu kada) karena KPUD 
ha nya berwenang menetap-
kan suara terbanyak, bukan 
mendiskualifi kasikan. 

“Lalu siapa yang melaksa-
nakan putusan itu? KPUD, 
DPRD, Kementerian Dalam 
Negeri atau MK? Jika putusan 
MK tak ada yang eksekusi ba-
gaimana?” tambahnya.

Inilah yang menyebabkan 

PUTUSAN Mahkamah 
Konstitusi (MK) ten-
tang Perselisihan Ha-
sil Pemilihan Umum 

(PHPU) di Kotawaringin Barat 
(Kobar), Kalimantan Tengah, 
menuai kritik pedas.

Sikap MK dinilai terlalu 
ter gesa-gesa dalam memutus 
perkara, tanpa pertimbang-
an matang. Alhasil, putusan 
ter sebut bukannya menjadi 
penyejuk hati, melainkan me-
nusuk hati rakyat Kobar, juga 
membingungkan seluruh ma-
syarakat di Tanah Air.

Demikian benang merah 
dis kusi bertema Kontroversi 
putusan MK versus keadilan pub-
lik, di Kantor Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu), Jakarta, 
ke marin.

“MK tidak pernah berpikir 
bahwa eksekusi putusan itu ti-
dak semudah yang ia bayang-

Putusan MK mestinya 
ha rus melalui 
perdebatan aka demik 
terlebih dahulu.”
Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani 

mempunyai kredibilitas so-
sial dan kepercayaan publik 
yang tinggi, serta tidak berasal 
dari polisi, jaksa, dan advokat 
yang pernah membela kasus 
korupsi.

Ketika ditanya apakah dari 
ke-12 calon itu ada yang bisa 
diharapkan, Febri menjawab, 
“Ada yang bisa diharapkan,” 
karena itu, dia meminta pansel 
sensitif terhadap masukan 
pu blik.

Salah satu calon pimpin-
an KPK, Busyro Muqoddas, 
menyebutkan langkah ICW 
dalam melakukan kritik terha-
dap calon-calon pimpinan KPK 
sudah benar. “Itu adalah bentuk 
komitmen untuk meningkatkan 
upaya pemberantasan korupsi 
ICW,” ujar Busyro. (EP/S-5)

butuhkan pemimpin yang bisa 
membangkitkan KPK untuk 
kembali ke masa keemasan-
nya.

Terkait dengan hal itu, ICW 
mengajukan sebelas kriteria 
yang harus dipenuhi calon 
pimpinan KPK. Kriteria itu 
ada lah berintegritas, seorang 
perencana strategis, memiliki 
pola pikir penyelidik dan me-
miliki semangat penindakan, 
memiliki independensi yang 
tinggi dan daya tahan terhadap 
serangan balik koruptor, serta 
berani mengambil risiko. 

Syarat lainnya adalah mem-
prioritaskan pemberantasan 
korupsi dan mafi a hukum di 
institusi penegak hukum, tidak 
ewuh pakewuh, terminimali-
sasi dari konfl ik kepentingan, 

pemberantasan korupsi,” ung-
kap Febri di Jakarta, kemarin. 

Akan tetapi, dia enggan 
meng ungkap identitas keenam 
kandidat tersebut. Dia menje-
laskan, proses investigasi ter-
hadap rekam jejak para calon 
pimpinan KPK masih terus 
berjalan dan hasil sementara 
akan diserahkan ke panitia 
seleksi (pansel) hari ini. Saat 
ini penyelidikan ICW baru 
sekitar 25%-30%. Dia menye-
butkan, calon pimpinan KPK 
harus mempunyai kekayaan 
yang masuk akal bila diban-
dingkan dengan penghasilan-
nya yang sah. Bila ada yang 
mempunyai ‘rekening gendut’ 
tadi tidak bisa dijelaskan asal-
nya, mereka tidak pantas jadi 
pimpinan KPK.

INDONESIA Corruption Watch 
(ICW) mengatakan enam dari 
12 calon pimpinan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) tidak 
layak untuk duduk di kursi 
pimpinan KPK.

Menurut peneliti ICW Febri 
Diansyah, tiga calon pimpinan 
KPK patut ditolak, dua tidak 
memenuhi kebutuhan KPK, 
dan satu calon diragukan. 

Dia menyebutkan, tiga kan-
didat yang patut ditolak itu 
ber asal dari unsur jaksa, polisi, 
dan advokat yang pernah 
mem bela kasus korupsi. Se-
orang lainnya memiliki rekam 
jejak yang diragukan dan dua 
lainnya hanya fokus pada upa-
ya pencegahan korupsi.

“Bukan tipe striker (penye-
rang). Kita butuh striker dalam 

terus berlarutnya kisruh pe-
milu kada Kobar. Untuk se-
lanjutnya, kata Jeirry, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) ada-
lah satu-satunya pihak yang 
harus segera mengambil sikap 
tegas untuk menyelesaikan 
ma salah ini. 

Apalagi, ketidakpastian aki-
bat putusan MK itu telah men-
jadi bom waktu yang mengan-
cam gerak pembangunan di 
Kobar. Meskipun menteri Da-
lam Negeri Gamawan Fauzi 
telah menunjuk Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kobar A Ri-
duansyah menjadi Plt Bupati 
Kobar, menyusul berakhirnya 
masa jabatan bupati incumbent, 
pada 3 Agustus. 

“Jangan berlama-lama, ka-

Jangan Mau Diperalat
OTONOMI dan pemekaran wilayah adalah keinginan orang-
orang yang ingin jadi ‘raja-raja kecil’. Sayang, banyak anggota 
masyarakat yang tidak sadar dan mau diperalat orang-orang 
semacam itu.

Dharma Satyan Thaib

Jadi Juragan Baru
PARA pemangku kebijakan di daerah seakan-akan mulai berlim-
pah ruah duit. Akhirnya kaget jadi kaya mendadak, uang diapa-
kan? Sedangkan SDM belum siap dan yang celakanya kalau raja 
kecil ini balas jasa, maka bukannya profesional, malah bagi-bagi 
kue jabatan.

M Rahmat

Pagar Makan Tanaman
RAKYAT memilih anggota legislatif untuk mengawasi jalan-
nya pemerintahan dan membuatkan aturan-aturan, juga untuk 
menjaga dapat berjalannya roda pemerintahan ini dengan lancar, 
bersih, dan produktif. Tapi apa kenyataannya, malah mereka 
sendiri yang jadi ‘pagar makan tanaman’ atau apakah mereka 
salah pilih?

Poerbo

Dekadensi Moral para Elite
SUDAH lebih dari cukup pembahasan tentang tempat dan modus 
korupsi tanpa suatu hasil. Hal ini disebabkan kita lebih hanya 
membahas gejala-gejala, dengan melupakan akar masalah, yaitu 
lamanya korupsi itu sudah dilakukan, yang terjadi karena deka-
densi moral yang dialami bangsa ini, terutama para elite. 

Mereka tidak memberikan teladan sebagai pemimpin karena 
mereka memang bukan pemimpin. Semoga masalah ini mereka 
sadari demi kesejahteraan rakyat. 

Kahar Zakir

Korupsi makin Subur
INDONESIA ladang subur buat koruptor dari pemimpin sampai 
rakyatnya, dari pejabat sampai keroconya. Hidup Indonesia!

Awie Siip

Sudah Saatnya Dihukum Mati
HUKUM mati para koruptor biar jera, bro....

Hadi Cahyono

Ahh.. Dasar Maling
PEJABAT daerah berpikir selama ini yang disorot hanya kisaran 
pusat. Pikirnya aman saja kalau nilep beberapa ratus juta. Tapi na-
manya maling enggak ada puasnya. Beberapa ratus juta kali berapa 
aja. Hitung-hitung buat modal pemilihan berikutnya dan memba-
ngun kerajaan-kerajaan kecil di daerah. Ahh dasar maling...!!

Anita T Lana

Awasi Tender Proyek
HAL ini sudah lama terjadi dan ironisnya hampir di seluruh 
daerah. Bukan hanya penggelapan, dana titipan kepala daerah 
dan jajarannya pada tender proyek pun sangat mendominasi.

Hengky Irawan

Orang Baik tidak Perlu Takut
KASUS-KASUS kerugian daerah pada umumnya terjadi karena 
pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum 
optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena 
pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami 
ketentuan UU serta lemah dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian.

Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan 
dirinya supaya bertanggung jawab. Sementara orang jahat akan 
selalu mencari celah di sekitar hukum untuk selalu berkelit. Ke-
sempatan tidak akan datang dua kali. Bagi para koruptor kesem-
patan datang berkali kali, tiap musim paket proyek?

Jainuddin Noor

ANTARA/PUSPAPERWITASARI

INTERUPSI
Selengkapnya di mediaindonesia.com

MI/SUSANTO

PUTUSAN MK: 
Direktur Lingkar 
Madani Ray Rangkuti 
(tengah) bersama 
Pakar Hukum Tata 
Negara Irman Putra 
Sidin (kanan) dan 
Koordinator Komite 
Pemilih Indonesia 
Jeirry Sumampouw, 
berbicara dalam 
diskusi permasalahan 
pemilu kada dan 
Keputusan Mahkamah 
Konstitusi, di Gedung 
Bawaslu, Jakarta, 
kemarin.

Kisruh Pemilu Kada Dipicu Pihak yang Kalah
luar biasa,” tukasnya.

Hingga kini Gamawan meng-
akui ada wacana perubah-
an sistem untuk pemilu kada 
provinsi. Yakni, kata dia, dipi-
lih DPRD. “Memang gubernur 
merupakan wakil pemerintah 
pusat yang ada di provinsi. 
Hanya saja, pelaksanaan untuk 
pemilu kada itu bisa 10 kali 
lipat lebih mahal daripada 
pe milu kada kabupaten/kota 
madya. Karena itulah, tahun ini 
perubahan UU 32/2004 harus 
selesai. Sementara itu, untuk 
provinsi ada wacana meng-
u bah sistem pemilu kada,” 
tukasnya.

Sebelumnya, Menko Polhu-
kam Djoko Suyanto menya-
takan kerusuhan adalah reaksi 
spontan tim sukses dan pendu-
kung calon yang kecewa terha-
dap hasil pemilu kada. Sampai 
kini kerusuhan setelah pemilu 
kada terjadi di delapan daerah 
dari 123 daerah. (ST/Ant/S-8)

Dalam Negeri Gamawan Fauzi 
menyatakan kini pemerintah 
tengah melakukan kajian un-
tuk meminimalkan ekses-ekses 
yang diakibatkan sistem demo-
krasi yang ada. “Ada pemikiran 
untuk mendiskusikan pemi-
lihan gubernur yang biayanya 
mahal dan mempunyai dampak 

orang tersebut, Presiden me-
nuturkan, rakyat yang menjadi 
korban. Aparat keamanan pun 
diminta menindak semua pela-
ku kerusuhan. “Beri juga sanksi 
kepada pelaku, siapa tahu kan-
didatnya juga terlibat dalam 
aksi perusakan. Ini tidak baik. 
Lagi-lagi, rakyat yang menjadi 

PRESIDEN Susilo Bambang Yu-
dhoyono menduga tindak anar-
kistis pascapemilihan umum ke-
pala daerah (pemilu kada) tidak 
lepas dari peran pa ra kandidat 
yang gagal me raih kemenangan 
dalam ajang tersebut.

Hal tersebut disampaikan 
Pre siden dalam pengarahan-
nya saat membuka rapat kerja 
nasional di Istana Bogor, ke-
marin. Lantaran itulah, Presiden 
memerintahkan agar dilakukan 
investigasi mendalam terhadap 
dalang kerusuhan pemilihan 
umum kepala daerah. 

“Kalau (kerusuhan pemilu 
kada) tidak bisa dihentikan, 
ini adalah langkah mundur 
de mokrasi. Tindak anarkistis 
pas capemilihan umum kepala 
daerah, boleh jadi tidak lepas 
dari peran para kandidat yang 
gagal meraih kemenangan da-
lam ajang tersebut,” tandas-
nya. 

Akibat kepentingan segelintir 

korban,” ujarnya.
Rapat di Istana Bogor itu 

ber langsung dua hari, yakni 
5-6 Agustus 2010, dan diikuti 
sejumlah menteri Kabinet In-
donesia Bersatu II dan sejumlah 
kepala daerah seluruh Indo-
nesia.

Pada kesempatan itu, Menteri 

RAPAT KERJA III: 
Presiden Susilo 

Bambang 
Yudhoyono 

(ketiga dari kiri) 
memimpin Rapat 

Kerja III dengan 
menteri, gubernur 

se-Indonesia, 
perwakilan 

pengusaha, dan 
sejumlah akademisi 

di Istana Bogor, 
Jawa Barat, 

kemarin.
ANTARA/WIDODO S JUSUF

12 Calon Ketua KPK
  1. Ade Saptomo (Akademikus)

  2. Aji Sularso (Mantan pejabat BPK)

  3. Bambang Widjojanto (Advokat/aktivis)

  4. Chaerul Rasyid (Purnawirawan Polri)

  5. Dr Fachmi (Jaksa dari Kejagung)

  6. Firman Zai (Akademikus)

  7. Fredrich Yunadi (Anggota DPD)

  8. I Wayan Sudirta (Anggota DPD)

  9. Junino Jahja (Direktur Peruri, mantan 

  Deputi KPK)

10. Meli Darsa (Akademikus)

11. Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK)

12. M Busjro Muqoddas (Ketua KY)
Sumber: Panitia Seleksi KPK


